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Abstract

In a welfare state, the administration ofnon-governing functions requires thatthere have
been an equal relation between the legal subjects. The relations probably arise from
various legalcivil actions takenby the govemment bodies, particularly those bodies with
status oflegalentity. The civil legal between thegovemment with civil oflegalentity are
directed at achieving the highestwelfare of the community. The pattern of cooperation
contractbased on the mining exploitation injuncture of foreign investment according to
the meaning and substance of the rights ofthestate control shallbe production sharing
contract.

Pendahuluan

Secara konseptual Hak Penguasaan
Negara dalam lingkup mengurus {besturenj
alas bahan galian (bahan tambang) yang
tergolong strategis menipakan monopoli negara.
Hak monopoli tersebut dengan cara apapun
tidak dapat dialihkan dan didelegasikan hak
penguasaanyakepada pihak swasta manapun
untuk mengatur pengusahaannya. Pertanyaan:
"Bagaimanakah dengan kontrak kerjasama
(benjpa: kontrak karyadan kontrak Production
sharing) dengan pihak asing? Kontrak karya
Pertambangan dan kontrak Production shar
ing bukanlah suatu mekanisme pengalihan
hak penguasaan negara, tetapi merupakan
suatu sarana atau instrumen hukum yang

memungkinkan pihak swasta asing untuk
dapat turut serta di dalam usaha
pertambangan.

Oleh karena itu untuk menyikapi fenomena-
fenomena di atas, sudah saatnya diciptakan
kesungguhan semua pihak yang terkait,
terutama pemerintah dalam melakukan
pengaturan pengusahaan bahan galian yang
dikembalikan kepada semangat dan jiwa
Pasal 33 UUD 1945 dengan pertimbangan;
karakteristik usaha pertambangan, efisiensi
dan efektifitas secara ekonomiserta berkeadilan
sosial bag! seluruh rakyat Indonesia.

Pengusahaan bahan galian dalam konteks
hak penguasaan negara menjadi dilematis.
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Di satu sisi hak penguasaan tidak dapat
dialihkan dan didelegasikan kepada pihak
swasta asing. Di sisi iain negara tidak mempunyai
kemampuan untuk mengusahakan sendiri
bahan galian agar bermanfaat bagi
kesejahteraan rakyat. Karena itu negara
membangun relasi dengan sektor swasta
asing. Hubungan yang demikian seianjutnya
berkembang dan meiahirkan suatu pranata
hukum berupa perikatan khusus. Dikatakan
khusus karena perikatan tersebut beriangsung
antara negara (pubiik) di satu pihak dengan
sektor non-pubiik di pihak lain. Di sini periu
dicermati sejauhmanakah pengembangan
hukum perikatan yang bersumber dari Pasal
33 DUD 1945yang didaiamnya kondusif agar
cabang-cabang produksi dan sumber daya
alam dikelola demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Hubungan Hukum antara Negara
dengan Pihak Swasta dalam Usaha
Pertambangan

Secara teoritis, terdapat dua konstruksi
yuridis yang digunakan daiam meneiaah
hubungan hukum antara Negara/Pemerintah
dengan badan hukum/perorangan baik
sebagai pemegang kuasa pertambangan
maupun sebagai kontraktor daiam kontrak
kerjasama yaitu; (1) hubungan hukum antara
pemerintah dengan badan hukum/perorangan
yang didasarkan pada status pemerintah

sebagai pemegang wewenang atributif dan
hak istimewa {ekskiusif); (2) hubungan antara
pemerintah dan badan hukum/perorangan
berdasarkan hubungan kontraktuai.

(1) Hubungan Hukum Didasarkan pada
Status Pemerintah sebagai
Peiaksana Hak Penguasaan Negara

inti hubungan yang mengandaikan status
menurut Parson adaiah powerandpriveleges^
Kedua hal tersebut menunjukkan supremasi
secara struktural. Di masyarakat tradisionai
keduahai itu dapat dicermati didalam struktur
kekerabatan. Hubungan yang beriangsung di
Sana bukan karena konsensus subjek indi-
vlduai, tetapi berdasarkan kerangka normatif
struktur sosial yang ada. Di levei negara
kerangka hubungan yang demikian menurut
Coiin Turpin,^ "invested by law" Hai senada
juga dikemukakan oieh Antony Allot, bahwa
pre-eminent cases ofcategory (status relation
ship) is provide by the legally recognized, de
fined and protected status? Sementara itu,
menurut Friedmann,* poia hubungan yang
didasarkan status, meskipun hingga kini
dipraktikkan negara modem, tetapi hai tersebut
sangat seiektif. Hai ini terjadi karena
pendasaran ontologis dalam hubungan sta
tus adaiah situasi masyarakat abad
pertengahan yang sederhana, relegius dan
etatis. Adapun negara modern sudah
menunjukkan ciri yang berbeda yakni iebih
demokratis, kompieks dan raslonil.

^Terkutip daiam Deno Kamelus. 1998. "Fungsi Hukum Terhadap Ekohomi diIndonesia.' DisertasiPPs.
Surabaya: UNAIR. Him. 326.

^Colin Turpin. 1972. Government Contract. London: Penguin Book Ringwood. Him. 23.
'Terkutif dalam Deno Kameius. Loc. CIt.

*W. Friedmann. 1960. Legal Theory. London: Stevens &Sons. Him. 165.
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Berdasarkan konstruksi hukum yang
demikian, maka Pemerintah dalam statusnya
sebagai pelaksana hak penguasaan negara
dan pengaturan pengusahaan bahan galian,
sifatnya atribusi. Dengan demikian,
seyogyanya hubungan hukum yang timbui
berdasarkan kewenangan atributif iebih
didasarkan pada status pemerintah selaku
pemegang hak istimewa. Status yang de
mikian, kalaupun didelegasikan atau diman-
datkan kepada plhak swasta (pemegang
kuasa pertambangan dan/atau kontraktor),
kedudukannya sebagai subordinasi terhadap
pemerintah.

(2) Hubungan antara Pemerintah
dan Kontraktor Merupakan
Hubungan Kontraktual

Inti hubungan kontraktual menurut Par
sons adalah "free agreement of individuals'̂
Motlvasi yang fundamental mengenai
beralihnya suatu pola hubungan dari status ke
kontraktual adalahhasratuntuk maju daniebih
raslonil sesuai dengan tuntutan perkembangan
ekonomi dan hubungan industrial.

Segi-segl hubungan yang bersifat
kontraktual tersebut diperkenaikan oleh UU
PMA dalam bentukkontrak karya.® Meskipun
sudah ada petunjuk yangmengarah ke bentuk
hubungan yang sifatnya kontraktual antara
pemerintah dengan kontraktor, tetapi ha!
tersebut belum dilandasi oleh suatu pengkajian
secara fllosofis dan teoritis yuridis. Padahal

kebutuhan tersebut sudah mendesak. Karena

itu, perlu dikaji ulang secaramendalam beberapa
hal panting daiam kerangka hubungan
kontraktual antara lain;

(a) hakikat dasar hubungan antarapemerintah
dan kontraktor dalam kerangka hak
penguasaan negara menurut Pasai 33
UUD 1945;

(b) tujuan swastanisasi;
(c) sejauhmanaperanandan tanggung jawab

kontraktor untuk mensejahterakan rakyat;
(d) bentuk hubungan hukum atau keijasama

antara pemerintah dengan kontraktor
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945;

(e) kedudukan masyarakat luas dalam
kerangka hubungan kontraktual;

(f) mekanisme penyelesaian sengketa apabila
terjadi perbedaan interpretasi mengenai
kepentingan umum;

(g) subjek yang ditugasi negara untuk
melakukan kontrak.

Dengan referensi tersebut di atas, maka
baru dapat diformulasikan pola hubungan
kontraktual yang paling sesuaidengan makna
Hak Penguasaan Negara (HPN) atas
Pertambangan berdasarkan UUD 1945.

Selama ini, HPN dalam lingkup mengurus
(mengusahakan) sendiri bahan galian melalui
Perusahaan Negara, BUMN dan BUMD,
belum menunjukkan peran yang optimal.
Kekurangan modal, penguasaan teknologi,
dan ketidakmampuan dalam manajemen.

®Terkutifdalam DenoKamelus. Op. Cit.Him. 328.
®Pasal 8 ayat (1) berbunyi: "Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu

kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku".
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selama ini dijadikan alasan bagi negara untuk
menguasakan pengusahaan bahan galian
kepada pihak swasta asing melalui kontrak
kerjasama.

Alasan-alasan tersebutdi atas dipandang
terlalu dogmatis atau dicari-cari untuk
membenarkan keserakahan pihak swasta/
Sebab disis! lain uangbank-bank Pemerintah
dihambur-hamburkan antara lain melalui

bantuan rekapitalisasi terhadap bank-bank
tertentu sampai menjadi kredit macet.
Demikian pula alasan kemampuan teknologi,
tentu saja tidak selalu lebih canggih darl
teknologi industri dirgantarayang konon sudah
dikuasai putra-putri Indonesia. Ditinjau dari
bagaimana mengeksploitasi bahan galian
yangpaling maksimal dan ideal adalah negara
sendiri yang mengusahakannya, sehingga
seluruh hasll produksinya merupakan
pendapatan negara dan pemanfaatannya
untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Namun dalam pelaksanaannya tidaklah
demikian, sebab masih ada ruangdan tempat
bag! usaha swasta untuk melakukan usaha
pertambangan.

Pola-pola Kontrak Kerjasama
dalam Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan berdasarkan
kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan
pihak Swasta asing melalui penanaman
modal asing dikenal berbagai pola yaitu;
kontrak karya {contract of woik) untuk sektor

pertambangan umum® dan Kontrak Produc
tion Sharing (Production Sharing Contract)
untuk sektor pertambangan Migas. Selain
kontrak karyaPertambangan dan kontrak pro
duction sharing, dikenal juga pola kerjasama
dalam subsektor pertambangan batubara yang
dikenal Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara. Pola lain dalam
pengusahaan pertambangan adalah
kerjasama BUMN seiaku pemegang kuasa
pertambangan dengan pihak swasta asing
yang melakukan kontrak karya Pertambangan.

(1) Kontrak Karya Pertambangan
{Mining Contract of Work)

Sebelum diuraikan pengertian kontrak
karya pertambangan, teriebih dahulu diuraikan
pengertian kontrak itu sendiri. Kontrak (con-
tract, contracten) disebut juga perjanjian.
Menurut Subekti,^ pengertian kontrak iebih
sempit dari perjanjian karena kontrak
mensyaratkan bentuknya selalu tertulis.
sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis
dapat juga dilakukan secara llsan. Apablla
demikian pengertian kontrak, maka hukum
kontrak merupakan specis dari hukum
perjanjian. Saiah satu asas dalam hukum
perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum
yang mengatursoal kontrak didalam peraturan
perundang-undangan merupakan hukum
pelengkap {aanvullend recht). Berdasarkan
asas tersebut, maka kaidah hukum perjanjian
dapat dipersempit atau diperluas oleh para
pihak yang membuat perjanjlan/kontrak.^°

^Kwik Kian Gie. "Mitos Soa! Badan Usaha MIlik Negara.'Har/an Kompas. 3 Pebruari 1997. Him. 1,16.
«Uhat Pasal 8 ayat (1) UUPMAdan Pasal 10ayat (1) UUPP1967.
®R. Subekti. 1983. Pokok-pokokHukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Him. 1.
"R.Subekti. 1984.Pokok-pokokHukumPerdafa. Jakarta: Intermasa. Him. 142.
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Hukum kontrak secara berkelanjutan
berkembang terns. Subjek yang tersangkut di
dalamnya tidak terbatas pada manusia indi
vidual saja, tetapi lebih luas lagi seperti badan
hukum dan negara. Substansinyapun semakin
kompleks. Pernyataan kehendak {promise)
dan konsensus saja tidak cukup, tetapi perlu
unsur-unsurlain seperti isi kontrak tidak boleh
bertentangan dengan hukum, moral, kepatutan
dan kesusiiaan.

Dalam Rasa) 1320 KUHPerdata

mensyaratkan sahnyasuatu peijanjian adalah;
(a) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (b)
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(c) sesuatu hal tertentu; (d)suatu sebab yang
halal. Khusus dalam kontrak karya
pertambangan, selain isi, juga ditentukan
mengenai hal-hal yang bersifat formal seperti
berbagai persyaratan yang harus tercantum
di dalamnya yang dituangkan dalam bentuk
tertentu dan persyaratan formal lainnya seperti
persyaratan teknis dan finansial.

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara terminologi pengertian kontrak
karya adalah kontrak antara pemerintah
Republik Indonesia dengan Perusahaan
Penanaman Modal Asing (berbentuk badan
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indo

nesia) yang memuat persyaratan teknis,

finansial dan persyaratan lain untuk melakukan
usaha pertambangan bahan galian di Indone
sia, kecuaii minyak dan gas bumi, batu bara
dan uranium.

Dasar hukum pola kontrak karya
pengusahaan pertambangan terdapat dalam
Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA), dan Pasal 10 ayat (1) dan (3) UUPP
1967 dengan istilah perjanjian karya. Kedua
ketentuan tersebut, merupakan dasar hukum
kontrak karya dan bentuk-bentuk kontrak
kerjasama lainnya, karena kedua ketentuan
itu memungkinkan keteiiibatan investor asing
dalam usaha pertambangan di Indonesia.
Digunakannya pola kontrak karya dalam
pengusahaan pertambangan di Indonesia
menurut Soetaryo Sigit," diilhami oleh
rumusan Pasal 5a Indische Mijnwet 1899.
Dalam perkembangan dan pelaksanaannya,
kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan
yang lebih lengkap dan menyeluruh
dibandingkan dengan "5a Contract",pada
jaman Belanda. Kelebihan itu, antara lain
kontrak karya memberikan hak sekaligus
kepada kontraktor untuk melaksanakan
usahanya sejakdari tahap penyelidikan umum
(survei), eksplorasi sampai dengan eksploitasi,
pengolahan dan penjualan hasil produksi
tanpa ada pemisahan antara tahap pra-
produksi dengan operasi-produksi."

"SoetaryoSigiL 1996. "Potensi SumberDaya Mineral danKebangkitan Pertambangan Indonesia.'Pidato
Ilmiah pada Penganugrahan GelarDoktorHonorisCausa. Bandung: ITS. Him. 36.

^^Disebut 5a Contract, karenakontrak kerjasama usahapertambangan ini dibuat berdasarkan Pasal5 a
Indische Minjwet 1899.

"Tidak samadenganusahapertambangan dengan pemberian Kuasa Pertambangan yang pemberiannya
disesuaikan dengan tahapataujenisusahapertambangan yang diusahakan.
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Dalam naskah kontrak karya dimuat
ketentuan-ketentuan yang mengatursoal-soal
yang mencakup; aspekhukum, teknis, kewajiban
di bidang keuangan dan perpajakan,
ketenagakerjaan, perlindungan dan
pengolahan lingkungan, hak-hak khusus
pemerintah, penyelesalan sengketa,
pengakhiran kontrak, soal-soal umum (antara
lain; promosi kepentingan nasional,
pengembangan wilayah) dan ketentuan-
ketentuan lain. Semua ketentuan-ketentuan itu

dibeiiakukan selama jangka waktu kontrak. -
Kemudian yang sangat menarik lalah

pemerintah memberikan perlakuan khusus
atau lex specialis terhadap kontrak karya
pertambangan. Perlakuan khusus artinya
segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan
yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan
pemah berubah karena terjadinya peraturan
perundang-undangan yang berlaku umum
(/ex generali). Kalaupun akan diubah
(renegoisasi), maka terlebih dahulu hamsada
kesepakatan para pihak.^*

Perlakuan khusus yang demikian
merupakan jaminan kepastlan hukum bag!
investor. Kepastian hukum penting, sebab
boleh jadi ketiadaan jaminan seperti itu,
merupakan sumber yang potensial dari
berbagai macam pungutan, kompsi dan kolusi
yang pada akhirnya akan mengakibatkan
keengganan investor asing menanamkan
modalnya di sektor pertambangan.

b. Para Pihak dalam Kontrak Karya

Dalam Pasa! 10 ayat (1) menyebutkan
sebagai berikut;

"Menteri dapat menunjuk pihak lain
sebagai kontraktor apabila diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
yang belum atautidak dapatdilaksanakan
sendiri oleh Instansi Pemerintah atau

Perusahaan Negara yang bersangkutan
sebagai pemegang kuasa pertambangan".

Ketentuan tersebut jelas bahwa Menteri
hanya dapatmenunjuk kontraktor yang bekeija
untuk instansi Pemerintah atau Perusahaan

Negara selaku pemegang kuasa pertambangan.
Apabila dlcermati ketentuan tersebut terdapat
kerancuan, sebab pemegang kuasa
pertambangan dapat melakukan kontrak
dengan pihak lain sebagai kontraktor, tetapi
yang menunjuk adalah Menteri selaku
pemberi kuasa pertambangan. Dengan kata
lain yang akan membuat kontrak adalah
instansi pemerintah dan pemsahaan negara
(pemegang kuasa pertambangan), tetapi yang
menunjuk pihak sebagai lawan kontraknya
adalah pihak lain (Menteri). Kontraktor di sini
bekerja untuk instansi pemerintah dan/atau
pemegang kuasa pertambangan. Selain
kerancuan itu, penggunaan istilah dalam
Pasai 10 di atas, juga tidak konsisten antara
istilah kontraktor (ayat (1)) dengan istilah

"Sebagai ilustrasi iaiah kasus Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisms (KKN) pada proses perpanjangan
Kontrak karya FT. Freeport Indonesia (FT Fl). Meskipun kasus ini kelak dibuktikan adanya KKN, Femerintah
tidak dapat membatalkan kontrak karya secara sepihak, melainkan harus duduk bersama (Pemerintah dan
kontraktor) merundingkan kembali (renegoslasi) bert)agai hal yang dianggap merugikan negara d^am rangka
membuat kesepakatan baru yang lebih proporslonal.
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perjanjian karya (ayat (2) dan (3)). Melihat
kedua dasar hukum pola kontrak karya
pertambangan, seolah-olah terdapat
pertentangan satu sama lain atau terdapat
duallsme mengenal slapa yang bertindak
sebagai prinsipal dalam kontrak karya. Darl
pertentangan itu muncui pertanyaan:
"Siapakah yang berwenang mewakill negara
dalam melakukan kontrak karya pertambangan
(Instansi pemerintah atau perusahaan negara
atau pemerintah?). Untuk menjawab
pertanyaan ini periu diteiusuri ketentuan
perundang-undangan yang terkait.

(1) Menurut UUPP 1967

(a) Ketentuan Pasai 10 ayat (1) UUPP
1967 berbunyi;

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai
kontraktor....untuk instansi pemerintah atau
perusahaan negara sebagai pemegang
kuasa pertam-bangan"

instansi pemerintah yang dimaksud dalam
ketentuan di atas adalah instansi pemerintah
di bawah Menteri Pertambangan dan Energi.
Pengertian instansi pemerintah jeias beriseda
dengan Pemerintah. Pemerintah pusat atau
disebut Pemerintah iaiah perangkat Negara
kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
Presiden beserta pembantu-pembantunya.
Sementara instansi pemerintah adaiah badan
pemerintahan umum sepertijawatan, kantor.'®

(b) Pasal 5 butir a jo Rasa! 6 UUPP 1967
berbunyi;

"Usaha pertambangan dapat dilaksanakan
oieh;

a: instansi Pemerintah yang ditunjuk oieh
Menteri;

b. Penjsahaan Negara; dan seterusnya"

Ketentuan di atas juga menyebut secara
tegas bahwa usaha pertambangan dapat
diiakukan oieh Instansi Pemerintah dan
Perusahaan negara, tetapi bukan Pemerintah.

(c) Penjeiasan umum UUPP 1967 bagian
penjeiasan pokok-pokok persoaian angka 3
huruf a dan b menyebutkan;

"Dalam memanfaatkan kekayaan alam
dapat diambi! cara-cara pengusahaan-
nya seperti berikut;

a. dikerjakan langsung oieh suatu
instansi Pemerintah, penguasaan
oieh instansi Pemerintah itu terutama
ditujukan untuk penyelidikan umum
dan eksplorasi sebagai usaha
inventarisasi kekayaan alam Indone
sia dan tidak dalam arti pengusahaan
untuk mencari keuntungan, karena
usaha pertambangan untuk mencari
keuntungan tersebut seyogyanya
diserahkan kepada Perusahaan
Tambang Negara atau swasta.
Begitupun bahan radioaktif periu
diusahakan oieh instansi Pemerintah

dan dalam hal ini adaiah Badan
Tenaga Atom Nasional.

b. diusahakan oieh Perusahaan Negara"

'®Departemen Pdan K. 1995. Kamus BesarBahasa Indonesia (edisi kedua). Jakarta: Balai Pustaka.
Him. 382.
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Bertolak dari berbagai ketentuan di atas,
dapat disimpulkan bahwa yarig bisa
melakukan kegiatan pertambangan, baik
penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai
usaha'inventarisasi kekayaan alam, maupun
usaha pertambangan lainnya adalah instansi
pemerintah di bawah Menteri Pertambangan
dan EnergI (antara lain; Direktorat GeologI dan
Lingkungan, PPTM dan Lemigas). Pemerintah
hanya berwenang untuk menunjuk kontraktor
bag! instansi Pemerintah dansebagai pemberi
Kuasa Pertambangan kepada Perusahaan
Negara dan perusahaan swasta/Perorangan.

Apabila instansi pemerintah dalam
ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami
sebagai Pemerintah (baca: Presiden beserta
pembantu-pembantunya), secara hirarkhis
tidak mungkin, karena Menteri itu sendiri
adalah pembantu Presiden (Pasal 17 UUD
1945).

(2) Menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1967

Pasal 8 ayat (1) Undang-undnag Nomor/
Tahun 1967menegaskan bahwa. PMA di
bidang pertambangan didasarkan pada suatu
kerjasama dengan Pemerintah atas dasar
kontrak karya; Dari penegasan itu terkandung
makna bahwa salah satu pihak dalam kontrak
karya pertambangan adalah Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas

dan pelaksanaannya, pola kontrak karya
pertambangan mengikuti ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
yaitu yang mewakili negara dalam membuat

kontrak karya adaiah Pemerintah dalam
praktiknya oleh Menteri Pertambangan dan
Energi atas nama Pemerintah.

Oleh karena kedua undang-undang ini,
disebut sebagai dasar hukum pola kontrak
karya pertambangan; namun terdapat
perbedaan-perbedaan sebagaimana diuraikan
di atas. Apabila terdapat dua ketentuan yang
berbedaataubertentangan dari produk hukum
yang sederajat, maka dalam iimu hukum
sebagai solusi konfliknya digunakan asas
hukum'"/ex specialis derogat legi generali"
(aturan khusus mengkesampingkan aturan
umum).^® Pertanyaan: "UU yang manakah dari
kedua undang-undang tersebut sebagai lex
specialis-nya7

Jlkalexspecialis-nya adalahUUPP1967,
maka pola yang digunakan adaiah peijanjian
karya dan Instansi Pemerintah atau
Perusahaan Negara bertindak sebagai
prinsipal, tetapi jlka Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 lex spec///s-nya, maka yang
digunakan adalah pola kontrak karya dengan
Pemerintah bertindak sebagai. principalnya.

Untuk menentukan undang-undang mana
yang lex specialis terhadap yang lainnya,
digunakan dua dasar argumentasi. Pertama,
jlka didasarkan pada pengaturan
pengusahaan pertambangan pada umumnya
{lex ' generali), maka pengusahaan
pertambangan dengan pola kontrak karya
merupakan lex specialis, terhadap pola
lainnya sepertipola Kontrak Production Sharing,
pola Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan Batubara dan Kerjasama

'®Syarat lexspecialis adalah; (a) Peraturan Perundang-undangan yang tingkat hukumnya harussama;(b)
Peraturan perundang-undangan harus daiam rezim yangsama; (c) PerUU-;an tidak mengenai objek yang
khusus.
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BUMN dengan BUMS serta berdasarkan
Kuasa Pertambangan. Karena kontrak karya
merupakan pola khusus dalam kerjasama
pihak asing dalam pengusahaan pertambangan
dan kekhususan inilah yang menjadikan
ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 lex specialis terhadap ketentuan
Pasal 10 ayat (1) UUPP1967. Kedua, namun
jika didasarkan pada bidang yang diatumya,
dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 dianggap sebagal undang-undang PMA
pada umumnya (lexgenera//) dan UUPP 1967
yang mengatur khusus pertambangan
merupakan lex specialis terhadap PMA di
bidang lainnya seperti industri, perdagangan,
dan pekerjaan umum. Karena kekhususan itu
menjadikan UUPP 1967/exspec/a//s terhadap
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.

Dalam praktik pelaksanaannya sesuai
dengan dasar argumentasi pertama di atas,
yaitu pola kontrak karya dengan Pemerintah
bertindak sebagai prinsipal. Dengan demikian
para pihak dalam kontrak karya adalah; (1)
Pemerintah Republlk Indonesia (diwakili
Menteri Pertambangan dan Energi); dan (2)
Perusahaan swasta asing atau perusahaan
patungan antara pemsahaanswasta nasional
dan perusahaan swasta asing yang berbadan
hukum Indonesia, disebut sebagai kontraktor.

c. Status Hukum Pemerintah Dalam
Kontrak Karya

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
umum dan sebesar-besar kemakmuran dan
keadllan sosial bag! seluruh rakyat,

pemerintah turutmenyeienggarakan berbagal
fungsi di luar fungsi penyelenggaraan
pemerintahan. Fungsi-fungsi baru yang tidak
bersifat pemerintahan, menuntut pemerintah
turut serta dalam pergaulan kemasyarakatan
atau hubungan (hukum) sebagai pihak atau
subjek yang tidak berbeda dengan subjek
hukum perorangan atau badan-badan hukum
keperdataan pada umumnya.Tindakan yang
demikian menurut Bagir Manan" adalah
hubungan (hukum) kesederajatan yang
merupakan hubungan keperdataan antara
pemerintah dan orang atau badan hukum
keperdataan. Hubungan keperdataan timbul
dari 'perbuatan keperdataan misalnya
melakukan kontrak dengan subjek hukum
lainnya. Sedangkan yang dapat melakukan
hubungan atau perbuatan perdata adalah
badan hukum (rechtspersoon) atau manusia
(natuuilijkpefsoon). Berdasarkan pemahaman
ini, maka perbuatan hukum keperdataan
pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan
pemerintahan yang berstatus badan hukum
{rechtspersoon}. Salah . satu badan
pemerintahan yang berstatus badan hukum
adalah Negara.^^ Negara dalam melakukan
perbuatan keperdataan (kontrak) dilakukan
oleh Pemerintah. Kedudukan pemerintah di
sini semaoam dengan kedudukan Direksi
dalam sebuah Perseroan Terbatas.

Pemerintah balk secara langsung
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota),
maupun secara tidak langsung (melalui
BUMN. Perusahaan Negara) dapat

••^Bagir Manan. 1996. "Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah" JournalofPadjadjaran University. Bandung. Nomor 3vol.14. Him. 24.

mid. Him. 28.
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mengadakan perjanjian/kontrak. Di samping
itu pemerintah juga dapat melakukan kontrak
yarig diwarnai oleh hukum publik. Kontrakyang
demikian berorientasi kepada kepentingan
umum dan bersifat memaksa. Di dalam kontrak
yang demikian tidak terdapat kebebasan
berkontrak/^ karena syarat-syarat yang
ditentukan dalam kontrak itu tidak didasarkan
kepada kehendak kedua belah pihak, akan
tetapi hanya didasarkan kepada kehendak satu
pihak yaitu Pemerintah.

Syarat-syarat tersebut ditentukan oleh
perangkat peraturan perundang-undangan.
Hubungan antara pemerintah dan mitranya
atau (lawan kbntraknya) tidak berada didalam
kedudukan yang sama {nebengeordnet),
tetapi Pemerintah mempunyai kedudiikan
yang lebih tinggi dari mitranya (untergeordnef).
Karena itu perjanjian ini disebut perjanjian
publik.^°

Dari kedua pendapat di atas terdapat
perbedaan dalam memandang keterlibatan
Pemerintah dalam berkontrak. Bagir Manan
memandang hubungan antara Pemerintah
dan lawan kontraknya sebagai hubungan
kesederajatan. Mariam Dams Badrulzaman
memandang kedudukan Pemerintah lebih
tinggi (tidak sederajat) dengan lawan
kontraknya. Berbeda dari kedua' pendapat
tersebut Sunaryati Hartono/' memandang
hubungan antara Pemerintah dan lawan

kontraknya [dalam joint venture) kadang
sebagai pihak [partner) dan juga sebagai
Pemerintah. Oleh karena Itu, kontrak yang
melahirkan suatu joint venture di mana
Pemerintah sebagai pihak [partner) tidak dapat
dikatakan suatu perjanjian p'erdata atau com
mercial contract yang biasa. Sebab dalam
kontrak yang serupa itu, Pemerintah
mempunyai kedudukan rangkap baik sebagai
pihak maupun sebagai Pemerintah.^^

Akibatnya terhadap kontrak yang
demikian, tidak hanya berlaku peraturan
hukum perjanjian dan perseroan Indonesia
saja, tetapi juga karena Pemerintah telah
menyetujui sejumlah-perjanjian bilateral dan
multilateral di bidang perekonomian dengan
berbagai negaradan organisasi intemasional,
maka kontrak dalam rangka PMA berlaku juga
perjanjian-perjanjian tersebut dan peraturan
Hukum Intemasional. Karena itu kontrak dalam

rangka PMA dinamakan perjanjian
transnasional atau perjanjian' quasi
intemasional, contractsui generis atau eco-
nomic development contract^^ •

Lalu bagaimanastatus pemerintah dalam
kontrak karya? Kontrak karya bukanlah
perjanjian yang dikualifikasikan sebagai
perjanjian publik, melainkan perjanjian biasa
yangtunduk kepadaketentuanhukum perdata.
Meskipun format kontraknya bersifat,standar,
namun tetap terbuka kesempatan kepada

'®LihatPasal 1338 KUHPerdata.
"Mariam Darus Badrulzaman. "Perjanjian dengan Pemerintah (Government Contract)." Dalam Peter

Mahmud Marzuki etal. (Editor). 1998. Hukum Kontrakdi Indonesia. Jakarta:BLIPS. Him. 159.
^^Sunaryati Hartono. 1974. Masalah-Masalah Dalam Joint Ventures Antara Modal Asing Indone-

s/a. BandungiAlumni. Him. 28.
"/b/tf.
"/bid. Him. 29.
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kontraktor untuk merundingkan semua
ketentuan-ketenuan yang dimuat dalam for
mat kontrak.2^ Hubungan pemerintah dengan
kontraktor dalam kontrak karya adalah
hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual
dapat dipahami bahwa kedua subjek hukum
yang melakukan perbuatan perdata itu
mempunyai kedudukan yang sama yaitu
sebagai para pihaktanpa memandang status
diluar kontrak.

Suatu catatan yang perlu diingat bahwa
manakala badan pemerintah mengadakan
kontrak (menggunakan hukum perdata)
dengan wargamasyarakat atau badan hukum,
maka menurut asas dalam hukum perdata; la
dianggap berkedudukan sejajar dengan
lawan kontraknya (sfaafopgelijke voetalseen
privaat persoon)}^ Hubungan kesederajatan
itu merupakan jaminan bahwa kedudukan
badan pemerintahan yang bersangkutan tidak
dalam kedudukan yang diistimewakan, baik
pada penyusunan maupun pada pelaksanaan
kontrakkarya.

Meskipun anggapan yuridis tersebut tidak
reaiistis. sebab daiam kenyataannya dalam
tindakan apapun yang dilakukan pemerintah,
iatidak dapatmelepaskan diri sebagai penjaga
dan pemeiihara kepentingan umum. Oleh
karena, itu waiaupun pemerintah menggunakan
hukum perdata, tidak boieh diiupakan bahwa
ketentuan-ketentuan hukum pubiik yang
beriaku harus tetap diperhatikan puia.

Pendapat yang demikian kurang tepat,
sebabtindakan pemerintah daiam kapasitasnya
sebagai pihak yang mewakiii negara, tidak bisa
membawa statusnya sebagai Pemerintah
yang dapat meiakukan tindakan menurut
ketentuan hukum pubiik (misalnya memberikan
Kuasa Pertambangan). Betapapun suiitnya
dipisahkan statuspemerintah (negara) sebagai
pihak dan status Pemerintah seiaku penguasa
yang tunduk kepada ketentuan hukum pubiik,
namun tetap dapat dibedakan kapan ia
seharusnya bertindak sebagai pihak dankapan
sebagai pemerintah. Bahkan dalam setiap
naskah kontrak karya terdapatketentuan yang
mengatur hak-hak khusus Pemerintah.

Dalam kontrak karya, Menteri
Pertambangan danEnergi bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Republik Indonesia
seiaku prinsipai. Pertanyaan: "Bagaimanakah
jika terjadi sengketa para pihak? Dalam setiap
naskah kontrak karya terdapat ketentuan
bahwa jika terjadi sengketa, para pihak dapat
menyeiesaikannya dengan meialui dua cara;
Pertama, konsiiiasi (berdamai), sebagaimana
ketentuan daiam peraturan konsiiiasi United
Nations Commision on International Trade Law
(UNCITRAL) yang termuat daiam Resolusi 35/
52 Majeiis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tanggal 4 Desember 1980;
Kedua, meiaiui arbitrase (peradiian
perwasitan) sebagaimana ketentuan daiam
peraturan Arbitrase UNCITRAL (Resolusi 31/

^^Karena semua ketentuan-ketentuan dalam kontrak karya dapat dirundingkan dengan Pemerintah, maka
setiap kontrak karya memiliki kekhususan yang menjadi cirl untuk setiap generas! kontrak karya.

^Mndroharto. 1994. Peradiian Tata Usaha Negara. Buku I(Edisi Baru). Jakarta; Pustaka SinarHarapan.
Him. 18
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98 Majelis Umum PBB tanggal 15 Desember
1976.® Tempat acara konsiliasi atau arbitrase
akan dilakukan di Jakarta, kecuali para pihak
menentukan lain atau tata cara tersebut

menghendaki lain. Berdasarkan cara-cara
penyeiesaian tersebut, menunjukkan bahwa
pemenntah tldak dapat melakukan tindakan
sepihak, melainkan atas kesepakatan atau
berdasarkan putusan pitiak ketiga baik secara
yustisiai maupun non-yustislal.

Dengan demikian, kedudukan pemerintah
sebagai para pihak daiam sengketa, sangat
tidak menguntungkan, sebab pemerintah
adalah organ negara dan pelaksana hak
penguasaan negara. Pemerintah selaku
pemberi kuasa pertambangan (Pasal 10
UUPP 1967) yang apabila terjadi sengketa,
seharusnya bertindak sebagai wasit untuk
menyelesaikan sengketa, bukan sebagai
pemain yangdapat dikalahkan oleh pihak lain
sebab akan membawa kerugian bagi negara
dan mengurangi wibawa pemerintah sendiri.
Kedudukan yang demikian sangat dillematis.

(2) Kontrak Production Sharing^
{production sharing contract)

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Pola production sharing Contractdipakal
khusus daiam usaha pertambangan minyak
dan gas bumi. Bentuk kontrak ditetapkan
daiam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1971." Pengertian
kontrak bagi hasil adalah kontrak/perjanjian
kerjasama antara Pertamlna dan Perusahaan
Asing (selaku kontraktor) untukmelaksanakan
usaha eksplorasi dan eksploitasi bahan galian
minyak dan gas bumi berdasarkan phnsip
pembagian hasil produksi {share). Dasar
hukum pola Ini iaiah Pasal 6 ayat (1) Undang-
Uhdang Nomor 44 Prp. Tahun 1960® jo Pasal
"l6 ayat (1) UUPP 1967 dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1971. Meskipun kedua
undang-undang yang disebut pertama di atas
disebut sebagaidasar hukum kontrak produc
tion sharing, namun di dalamnya tidak
disebutkan kontrak production sharing,

®Suatu perangkat peraturan bersama daiam peradilan perwasitan. UNCITRAL adalah sebuah Komisi
yang diasosiasikan dengan Perserikalan Bangsa-Bangsadan bertanggungjawab daiam pengembangan hukum.
Dagang Intemasional. Di samping itu disediakan untuk memberikanjasa arbih'ase pada bisnis intemasional;
John W. Head. 1997. PengantarHukum Ekonomi. Jakarta; BLIPS. Him. 80.

"Pasal 12 ayat (1) selengkapnya berbunyi: Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain
daiam bentukKontrak Production Sharing.

®Pasal 6 ayat (1)selengkapnya berbunyi:

(1) Menteri dapat menunjuk pihak Iain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan
untuk mel^sanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh
Perusahaan Negara yang bersangkulan selaku Pemegang Kuasa Pertambangan.

(2) Daiam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dlmaksud daiam ayat (1) di
atasPerusahaan Negara harus berpegang padapedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan
syarat-syaratyang diberikan oleh Menteri.
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melainkan istilah perjanjian karya, sedangkan
istilah kontrak bagi hasi! sendiri terdapatdalam
ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor
8Tahun 1971.

Pola peijanjian kai7a pada pengusahaan
pertambangan minyak dan gas bumi
digunakan hingga tahun 1964, sebelum
diganti dengan pola production sharing. Kedua
pola kerjasama ini di dalamnya terdapat
perbedaan yang sangat prinsipil dari sisi
yuridis yaitu pengalihan manajemen
pengusahaan dari kontraktor kepada

Pertamina. Dengan kewenangan manajemen
pengusahaan pada pihak Pertamina
sesungguhnya bukan pengalihan. melainkan
pengembalian proporsi yang seharusnya
memang demikian. Sebab Pertamina daiam
kontrak, statusnya sebagai pemegang kuasa
pertambangan yang diberikan wewenang
untuk melakukan pengusahaan pertambangan
minyak dandangas bumi. Selain pengembalian
manajemen, masih terdapat perbedaan lain
antara keduanya sebagaimana dirinci dalam
label 1. di bawah ini.

Tabel 1

Perbandingan Antara Perjanjian Karya
dengan Kontrak Production Sharing

No.

Unit
Perihal PetjanjianKarya

Kontak Production

Sharing

1 DasarHukum UU No. 44Prp/1960 UU No. 14/1963 UU No. 44 Prp/1960
UU No. 8/1971

2 Keadaan Kontrak Peijanjian Karya diratifikasl DPR menjadi
Undang^jndang

Kontrak antara

Pertamina dan Kontraktor

3 Mulai Beriakuoleh Disyahkan dengan UU DIsetujul Presiden

4 Masa Bedaku Old Area 20 Tahun NewArea 30 Tahun 30 Tahun

5 Kewenangan Manajemen Kontraktor Pertamina

6 DasarPembagian
Keuntungan

Hasil Penjualan Migas Migas yang Diproduksi

7 Peralihan Hak

Pemilikan atas Migas
Beralih pada 'POINT OF SALE" Beralih pada

•POiNT OF EXPORr

8 PemilikanAtas Periengkapan Kontraktor Pertamina berhak atas

periengkapan untuk operas!
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b. Para Pihak dalam Kontrak
Production Sharing

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6ayat (1)
Undang-iindang Nomor'44 Prp. Tahun 1960
secara tegas menyebutkan bahwa Menteri
dapat menunjuk pihak lain sebagal kontraktor
untuk perusahaan' negara (saat ihi adalah
PERTAMINA) apablla diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang
belum atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh
Pertamlna sebagal pemegang kuasa
pertambangan.^^

Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1)
UUPP 1967 pada prinslpnya sama dengan
ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44
Prp.Tahun 1960 dlatas. Dari ketentuan kedua
undang-undang tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang menjadi prinsipal
atau pihakdalam kontrak adalah Perusahaan
Negara. Oleh karena Pertamlna sebagal
prinslpalnya, maka kedudukan Pemerintah
berada dl atas para pihak (Pertamina dan
kontraktor). Lalu'bagalmana jika terjadi
sengketa?Apablla teijadl sengketaatau konflik
antara para pihak dalampolaKontrak Produc
tion Sharing ini, maka diselesaikan menurut
ketentuan Pasal 11 setiap naskah kontrak pro
duction sharing melalui cara:.

1. Pertamina dan kontraktor akan

memusyawarahkan berbagai masalah
sehubungan dengan dilaksanakannya

kontrak, biasanya melalui bimbingan
Direktur Jenderal MInyak dan Gas Bumf
selaku Pemerintah (angka 1);

2. Apabila, sengketa yang timbuljidak dapat
diselesaikan melalui musyawarah dengan
bimbingan Dirjen Mlgas (pada point 1),
maka sengketa tersebut akan diputuskan
melalui arbltrase dengan menggunakan
tatacara regulasi dari international Cham
berofCommerce (ICC), (angka 1.2);

3. Apabila para arbitratortidak dapat mencapai
keputusan (padapoint 2), maka sengketa
tersebut akan dibawa dan diselesaikan
pada Pengadilan Negeri di Jakarta.

Bertoiak dari cara-cara penyelesaian di
atas jika terjadi sengketa para pihak, maka
pada pola kontrak production sharing,
kedudukan pemerintah sangat kuat, karena
berada di atas para pihak. Kedudukan yang
demikian, Pemerintah memposisikan diri
sebagal pembimbing atau pengawas yang
dapat mencegah timbulnya sengketa.
Kalaupun terjadi sengketa,'Pemerintah dapat
menjadi mediator atau wasit sebeium
sengketa para pihakitudl bawa keArbitrator.
Seianjutnya, pemerintah merupakan pintu
terakhir dalam penyelesaian sengketa Jika
para arbitrator tidak dapat mencapai
kesepakatan dalam upaya penyelesaian
sengketa. Pintu terakhiritumelalui.Pengadilan
Negeridi Jakarta.

"Usaha pertambangan minyak dan gas bumi adalah monopoll Pertamlna atau pemegang kuasa
pertambangan ktu-satunya:

• (1) Pasal 3 ayat(2) Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 yang berbunyl:" Usahaper
tambangan minyak dangas bumi dilaksanakan oleh PerusahaanNegara semata-mata'

(2) Penjelasan umum angka5 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 yangmenyebutkan
bahwa hanya Perusahaan Negaralah yangdapatmenguasai suatu wilayah pertambangan minyak
dangas bumi danhakinipun jauhberlainan dengan konsesiyang lama".

25



(3) Perjanjian Katya Pengusahaan
Petiambangan Batubara
(Coa! Agreement)

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Pole Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (Coal Agreemenf)
merupakan pola campuran (mixed) antara
poia kontrak karya dan kontrak production
sharing. Dikatakan campuran karena untuk
ketentuan-ketentuan perpajakan mengikuti
pola kontrak karya sedangkan pembagian hasil
[production share) sebagai royaiti mengikuti
pola production sharing contract. Pemeiintah
Indonesia menerima royaiti sebesar 13,5 %
dari produksl kotor.

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara iaiah perjanjian antara
Pemerintah dengan Perusahaan kontraktor
swasta nasionai/asing untuk melaksanakan
pengusahaan pertambangan bahan gallan
batubara. Dasar hukum pola Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara, juga
mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) UUPP
1967 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1967 dan Keputusan Presiden Nomor
75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara.

b. Para Pihak dan Penyelesaian
Sengketa

Pola Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara semuia yang menjadi
prinsipalnya adalah PI. Tambang Batubara
Bukit Asam yang merupakan BUMN satu-
satunya pemegang Kuasa Pertambangan
untuk pengusahaan bahan galian batu-bara,
namun seteiah dikeluarkannya Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang menjadi

prinsipal bukan lagi PT. Tambang Batubara
Bukit Asam melainkan Pemerintah Republik
Indonesia yang diwakill oleh Menteri
Pertambangan dan Energl. Berdasarkan
ketentuan tersebut Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara saatini
lebih populer dengan sebutan Kontrak Karya
Batubara. Dengan demikian para pihak dalam
kontrak karya batubara adalah; (1) Pemerintah
Republik Indonesia dan; (2) Perusahaan
swasta nasional/asing yang telah berbadan
hukum Indonesia serta berkedudukan di In

donesia sebagai kontraktor. Kontraktor pada
kontrak karya batubara, selain kontraktor asing,
juga dimungkinkan keterlibatan badan usaha
swasta nasional (kontraktor nasional).

Apabila terjadi sengketa antara kedua
beiah pihak, mereka sepakat untuk menye-
lesaikan semua sengketa, balk yang terjadi
sebelum ataupun sesudah pengakhlran
perjanjian melalul; konslliasi dan badan
arbitrase. Dalam hal kedua belah pihak hendak
mencari penyelesaian secara damal atas
sengketa melalul cara konslliasi, maka bag!
kontraktor asIng, konslliasi dllakukan sesual
dengan Peraturan Konslliasi dari United Na
tions Commision on Internafionai Trade Law
(UNCITRAL) yang terdapatdalam Resoiusi 35/
52 Majeiis Umum PBB tanggal 4 Desember
1980. Bagi kontraktor nasional, konslliasi
dilakukan sesual dengan peraturan konslliasi
yang dianut oleh Badan Arbitarse Nasional In
donesia (BANI). Dalam hal kedua belah pihak
hendak berarbltrase, bagi kontraktor asing,
sengketa akan diselesalkan dengan arbitrase
berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL
yang terdapat dalam Resoiusi 31/98 Majeiis
Umum PBB 31/98 tanggal 15 Desember 1976,
sedangkan bag! kontraktor nasional, sengketa
akan diselesalkan dengan arbitrase berdasarkan
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peraturan arbitrase BANI. Tempat acara
konsiliasi atau- arbitrase akairdilakukan di
Jakarta, kecuali para pihak menentukan lain
atau tata cara tersebut menghendakriain.,
. - Keputusan arbitrase mengikat kedua
belah pihak dan harus dapat dilaksanakan.
Kohtrak yang saiah satu pihaknya adalah"
•kontraktor asing secara khusus keputusan
tersebut harus diiaksanakan di Indonesia tanpa
memandang apakah acaranya dilangsungkan
di Indonesia atau tidak.

Analisis Perbandlngan dari Ketiga Pola
Kontrak Kerjasama

(1) Dari segi istilah; kohtrak karya sesual
denganPasai 8ayat (1) UU PMA, Kontrak •
Production Sharing sesuai dengan Pasai
12ayat (1) UU Noinor 8 Tahuri 1971 dan
Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara sesuai dengan
Keputusan Preslden Nomor 75 Tahun
1996, sedangkan penggunaan istilah
perjanjian karya dalam UUPP-1967 dan
UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960
dimaksudkan untuk perjanjian kerjasama
aritara pemegang kuasa pertambangan
dengan pihak lain (kontraktor), bukan untuk
perjanjian kerjasama antara pemerintah
dengan kontraktor asing.

(2) Dari segi prinsipal; pada pola kontrak karya
dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara, Pemerintah
Repubiik Indonesia sebagai prinsipainya
dan pada pola kontrak production sharing

yang menjadi principal adalah Pertamina.
Pada setiap perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan jika prinsi-

^ palnya adalah Pemerintah Rl, maka
""sebeium disetujui 'oleh Preslden teriebih

dahulu-dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat. Kecuali apabiia salah
satu pihak dalam perjanjian/kontrak yang

. bersangkutan adalah kontraktor nasionai
(PMDN).

>(3) Dari segi kewenangan manajemen; pada
pola kontrak karya dan Perjanjiannya
Pengusahaan Pertambangan Batubara
manajemen pengusahaan ada pada
pihak kontraktor, sedangkan pada pola
kontrak production sharing, kewenangan
manajemen ada pada Pertamina.

(4) Dari segi penerimaan negara; pada pola
kohtrak karya penerimaan negara dari
royaiti, iuran tetap danberbagai jenis pajak,
sedangkan pada pola kontrak production
sharing, negara rnendapat bagjari 85 %
dari seluruh produksi dan beberapa jenis
pajak, sementara pada pola perjanjian
karya pengusahaan pertambangan
batubara, penerimaan negara dari royaiti
13,5% dari selumh produksi dan beberapa
jenis pajak.

Selain dari keempat hal tersebut di atas,
masih terdapat beberapa perbedaan antara
ketiga .pola . kerjasama pengusahaan
pertambangan itu. Untuk lebih jelasnya,
Penulis akan menyajikan pada label 2 di
bawah ini:
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label 2

Perbandlngan Tiga Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

No.
Perlhal

Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Unit

KK KPS PKP2B

1 DasarHukum Ps.iOUUPP1967
Ps. 8 UU PMA

Ps. 6 UU MGAS
Ps. 12 UU 8/71

Ps. 10UUPP1967
Kepres 75/96.

2 Keadaan Kontrak Dikonsultasikan DPRdan
BKPM sebelum disetujui
Presiden

Persetujuan Presiden Dikonsultasikan OPR dan

BKPM untuk PMA dan
PMDN hanya BPKM
sebdumdisetujui presiden.

3 Para Pihak Pemerintah Kontraktor
Asing

Pemerintah Kontraktor
Asing

Pemerintah KontraktorAsing
dan Nasional

4 Mulal Berlaku Setelah Dltanda tangani
parapihak

Setelah disetujui Presiden Setelahditandatangani para
phak

5 Masa Berlaku SOtahunsejakproduksi SOtahun SOTahun s^akmasaproduksi

6 Kewenangan Kontraktor Manajemen Pertamina Kontraktor

7 Peralihan Hak SetelahMelunasi Royaiti
dan memenuhi kewajiban
lain.

Point ofexport (85:15)%
untuk Minyak dan(70:30)
untukGas.

Setelah Perlunasan Royaiti
13,5% atsale point.

8 DasarPembagian Hasil Penjualan Produksi Migas yang diproduksi
(Natura)

Batubara yang diproduksi tap!
dalam perkembangan hasil
penjualannya.

Keterangan; KK= Kontrak Karya, KPS= Kontrak Production sharing
PKP2B= Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
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Simpulan

Berdasarkan analisis perbandingan ketiga
pola kontrak kefjasama di atas, maka dapat
disimpulkan;

(1) Terdapat dua pola hubungan hukum
pemerintah dengan badan usaha swasta
dalam usaha pertambangan; Periama,
hubungan hukum yang didasarkan pada
status pemerintah sebagai pelaksana
hak penguasaan negara. Kedua,
hubungan hukum yang didasarkan pada
kontrak atau hubungan kontraktuai
(kesederajatan).

(2) Di dalam poia Production Sharing Con
tract di sektor pertambangan minyak dan
Gas Bumi hubungan pemerintah
dengan badan usaha swasta (kontraktor)
didasarkan pada status pemerintah
sebagai peiaksana hak penguasaan
negara.

(3) Pada poia Mining Contract of Work dan
CoalAgreement di sektor pertambangan
umum hubungan pemerintah dengan
badan usaha swasta didasarkan pada
hubungan kontraktuai( kesederajatan). •
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